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_ MENUNTUT POLRI BERKULTUR BARU

Oleh : Anton Tabah |

Pusat Studi Ke-
amanan dan Perda-
matan Center for -Se-
curity and Peace Stu-
dies (CSPS) Univer-.
stias - -Gajah - Mada ..
Yogyakarta 23 SLp—
tember 1959 meng- -
selar. Seminar ber-.
tajuk "Membangun
Kultur Baru" Poiri,
memasuki era Re-

banyak "diuntungkan”
oleh politik:-Orde
Baru. Tetapi lembaga
tersebut sampai: -saal
ini tak pernah di-
sentuh apalagiidi-
seminarkan =secarn
terbuka.

Kedua, apabila
titik sentral reformas:

formasi saat ini. Ar-

gumentatif dari Seminar memandano
kultur lama yang dilakukan Polri
sudah tak cocok lagi diterapkan saat
ini. Kita ketahui datam era Reformasi
ini ada 4 lembaga yang selalu mencecar
tuntutan terhadap perubahan Polri
mengimplementasikan pengedepanan
Polri dalam rangka supremasi hakum.
Keempat lembaga itu adalah, kampus,
pers, LSM-LSM. dan DPR. Untuk mem-
pertajam kajian ini periu diajukan
pertanyaan-pertanyaan vang sangat
mendasar.

Pertama. mengapa fokus perhatian
ke 4 lembaga tersebut seolah-olah
hanya tertuju pada Poiri dan seolah-
olah Polrilah sumber penyimpangan
selama Orde Baru. Padahal, kalau di
cermati ada lembaga-tembaga lain yang
justru banyak menyimpang sekaligus

adalah supremasi hu-
kum, apakah -pers
dan DPR sudah reformis?. Misal dalam
pengamalan pasal 27 UUD 1945 tentang
setiap orang berkedudukan sama di-
mata hukum. Tetapi kenapa paradigma
lama vang memperlakukan Pers & DPR
secarz berbeda dalam operasionalisasi
hukum (tata cara pemanggilan warta-
wan dan anggota DPR) apabila mereka
diduga melakukan pelanggaran hukem
atau tindak pidana.

Cara-cara ini jelas tidak reformis
tetapi mereka pertahankan sehingga
mengaburkan konsep equality hefore
the Law. Mestinya hal itu harus ditinggal-
kan agar semua orang benar-benar di-
perlakukan sama oleh hukum. Kalau
seseorang karena profesinya menuntut
tidak disentuh hukum ya jangan me-
langear hukum. fiulah yang namanya
adil sesuai konsep nenek moyang
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_ _ Scélkztnva ada 5
i\’l:aktm po

adala]’a

Pertama, punezmmh ydnu dido-
minasi olel mititer dan hal ity meslupun

di sangkal oleh pihak militer Aegapi

peiemb‘war.mnva sudah sulit telbanmh
mes]upun nuiﬂu ‘bekerjasama sangat
elegan denmm para u,hncl\mt ci&n
lmuwaﬂ b]pl] T :

"Ke't:’ua_,' mengedepinkan ekonomi
dengan konglomerasi sebagui basis
pijakadnya dengan dalih signifikan pula
yaitu pehm,mb;um;m wirdswasta secara
besar-besaran bekerjasama dezwan
ﬂldb\dld ai bnm\ mlunasunml

*Ketiga, pémbuatin kebijakan sangar
dominan dengdn pendekatan birokratik
dengan cura menghindari proses tawar
menawar (bergaining) vang bertele-tele
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periahanan keamanan.

yang telah’ mempe{
ngcuuha hul{m buol\ms; ieimasul\ Polri
saat jtu. he Iima I\alaatm [EISCbU[

(sishankamrata),
h,‘

tetapJ lnemanbah.--

pambam_ mna stas.
bzl:ms nasional duwan membuntul\"
L;_b lemb ng inkonstitusional:

seperti lu'a_pkm)_m__b? .151_}‘.51111 dan lain-lain,”

ORBA TE RLENA

O Kita akoi Konsep. awal orde baru
terscbul mf_manﬂ sangat piawai dan .
an kegeniusan Pak Harto dalam
a]n duhm polml\ 3c0;dnn'

9‘% 3, Haro d Cmuch
(1986) M Mas (n.d(l‘)h‘)) Bilver Smwh
(19%)&111 \Lm{ 998). bav‘munszal\
Harto tidak diternani para pcndampmo'
vang jujur kecuali penjilat- anJ:lat
Sm_hnmm Ldi a-cara ity meny‘l hanva

Dd\’]d Jm%\:ns

untuk awal-awal tansisi tetap di-
lakukan rerus menerus bahkan semakin

Jauh terlena. Seandainva ada perubahan

paradigma ke civib socialty dimulai
awal th. S0an. maka keberhasilan Pak
Harto akun semakin jauh lebih berarfi’
ketimbang sekarang,

Katerlenuan e semakin menjadi-




... datan mawas pivandel {an
kadang senfono uger “dosa
kapidono ... Artinya, tidak pandang
profesi apapun dan tidak pandang
saudara’ ‘dekat ‘penguasa bahkan
penguasa sendiri ka[au saiah ya
harus dipzdana. : '

jadi dengan pengabaian basic law
(UUD 43) pem‘tksaan terlembwanya
Departemen Pertahanan dan Keamanan
(Hankam) Secara permanen (seIuruh
dunia _yang punya Dephankam hanya
Indonesm) Disadari atau tidak ternyata

hal ini bertentangan dengan UUD 1945

karena pada Bab XIT UUD 1945 tersurat
tegas hanya ada Departemen Per-
tahanan sesuai acuan global. Tidak ada
tambahan kata keamapan. Kita harus
kembali ke basic law. Tidak meng-
gabungkan kata Pertahanan dan Ke-
amanan. Pertahanan adalah vaiversal
kerja militer sedang keamanan adalah
universal kerja polisi. (Letjen YNI
Yogie Soepardi, 1998).

Legitimasi "Hankam" ini telah
menggiring sistem politik Indonesia
semakin "tersesat” jauh. Karena para-
digma tugas kepolisian dan ‘tentara
menjadi sangat bias. Keduanya menjadi
saling terkooptasi dan saling intervensi
bahkan nyarts Polri didisain menjadi
TNI dan TNI didisain menjadi Polri.
(lihat UY No. XX Th. 1982-pasal 30
ayat | sfd 4).

DOKTRIN & ORGANISASI

Membangun kuliur baru Polri

tidak mudah, karena kultur lama sudah
demxluan merasuk l\edalam tubuh Polri.
Namun upay‘i ite harus segera d:mu]m
dan it tergnmung pada }\eqnf'\n b {
Indonesia dalam berdcmokrasa._dan
sejauh mana bangsa ini memperlaku-
kan hukum. Dalam kondisi masyarakat
bangsa sekarang ini yang cenderung
terjebak pada situasi tanpa Torma
(Lawtess Socuany) sulit rasanya. b*mﬂsa
ini memiliki polisi yang, beibudaya
karena polisi hanyalah cermm ddl‘l
i\eadaan masyarakwtnya \
Ba:ktah Ima mulai 5'1111 upaya. yano

!\uitur baru kultur yang tidak domman
militeristik tetapi perpaduan yang
seimbang Polri selaku pelinduna,
pengayom, dan pelayan masyafakm
yang berinti 3 hal (penegak hukum,
penjaga keamanan dan pemelihara
ketertiban). Berbagai variabel ini di-
pengaruht dua hal yaitu doktrin (dan
organisasi,

Polri sekarang dan masa depnn
harus memiliki doktrin yang men-
dukung kearah kultur baru karena
doktrin lama yang sangat militeristik
selama orde baru, Demikian juga orga-
nisasi Polri selama orde baru yang tidak
mengekspresikan manajemen pro-
fesional, efektif dan modern. Model era
kepemimpinan Jenderal Polisi R.S.
Soekarto menjadi Menteri Kepolisian
Megara {1946-1939) barangkali dapat
dijadikan acvan penting betapa efek-
tifnya organisasi Polri saat itu sampai
Polri disatu atapkan dengan TNI men-
Jjadi ABRL Inilah awal kelemahan Polri
yang terus menjadi-jadi. Ketka itu
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"'Pdlrz al\dn:'i\eiulanean Jau d:rmya ddn-
U muty’ profesionainya; Bahkan saking

(’Iﬂihnyd Jenderal Polisi R.S.. Scci\amo

-'mepga['\kdn padd Buno Karno }\aiau_

19 Bc,ptembcr 193) e

:Kembali: pad% ma\alah pemman
organisasiPolri mendatang. Pada posisi;
manakah .organisasi- ]\epoi;bmn RI.ini
diletakkan 2. Ada beber apa cuoumcniasj
vang dapat dikaji:untuk menemukan
posisi Polri yang paling ideal. -

" Pertama, Kalau peran sebagai pe-

negak hukum dianggap dominan maka
Polri harus :diletakkan sejajar dengan
Depkehakiman dan Kejaksaan Agung.

Daraikah Polri secara elegan

meninggalkan paradigma iama
dalam_pembinaan Karier. personit
vang cenderuns terfokus pada
satu almamater terfenty maskinun

ada personil vang benar-benar

menoniol tetapi, karena bulan dari
imamax‘er terientu maka personil
i’ersebuf terringdirkan ?
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1 Kcamamn (KLHIEHIH{ID yang ‘mem

f’sedua kalau peran sebwal pr.mé
binan lu.temban umum dan pemelmu

. gara keantanan domman maka Poli 1_: 3
-_blsa -dil Lmki\an dalam Da.p"utc,men.

Keamanan, Sesmu funtutan Reformag:
ah mLzssah:l ql\gm ada; Depm[emu

bidangi kcamanan ydidndonesia, l\arend_;

; '[\&mldndil sangat %\ompleka Dan sesuaj . -
Uub; 1945 Pert";lmmn dan Keamanan : -
a h‘nus dxp;sahl\an 5ecar;1 n,gas agar:

keduanya tidak saling. ﬂ]t.ﬂ“]\ODplaH] i
-'dan mencmzenenm i

Krztaaa l&tdpl l».'lldli %ufn ga pemn-_-------

tum [705\[)}\ Polri: tersebut ‘har us:dapat.°

berperan. secaraseimbang. sesunj

tuntutan koltur bars Polri maka Polri-
harus berada dalam departemen ters,

sendirt atau lembaga non-departemen’

lersendirl yang bertanggung jawab
langsung “kepada Presiden selaky
Kepala Negara bukan selaku Kepala
Pemerintahan. Alternatif 'vang mem-
postsikan Polri-dibawah Departemen
Dalam Negeri harus dikaji sangat hati-
hati: karena hal itu pernah dilakukan ;.
Fndonesia tetapi hanya berumur 10
bulan karena dinilai gagal, tdak efekuil
Maka mulai 1 Juli 1946 sampai akhir
1959 -Polri berada dalam Departemen
tersenditt yang bertanggung jawab
fangsung pada Presiden dan inilah
zaman Keemasan Polri di‘Indenesia
Polii sengat profesional dan dicintai
rakyvat. Setelah Polri di ddlam ABRJ
mumdl lerpust uk, garis hn ar l\m\ asanga
jauh tidak bcn{dnueunv jawab Ianwsu;w
pada Presiden tetapi buhmgging.;\\ ab
Kepada Panglima ABRY atau Men-




| BDHPM DAN KUHP. UMU\I

S Ker. ancuan sistein terus ber ianusunn _

-denoan peiesiarmn adanya. Komando
D'lerah Militer;: yang secara ‘teori

. _hu}\um mternasaodi "Daemh" militer
ada l\atau negara dalam keadaan daru at

militer-atan perang. Namun :dengan

alasan Polri masih lelmh maka "Daenh'

-Mx!nex dilestankan

Terhadap supremam huixum sesuai
penelitian UGM .dan UNPIP mestinya
- Kitab Undang-Undang Hukum-Pidanan
Militer (KUTHPM) di Indonesia direvisi.
KUHPM: selarah dunia hanya-me-
nyargkut 4 hal yaitu melawan atasan,
disersi, mata-mata musuh dan mem-
bocorkan tahasia kepihak lain. Hanva
terhadap ‘4 hal tersebut wewenang
mahkamah militer memeriksa dan
mengadili seorang anggola militer
sebagai yustisiabelnya. Di luar 4 jenis
tindak pidana/pelanggar milier ter-
sebut menjadi wewenang peradilan
umum. Dengan demikian equality
before the law terakomodir menjadi
kenyataan. Tidak seperti sekarang
seorang anggota militer melangear falu
lintas saja menjadi kewenangan mah-
kamah militer.

Dapatkah Polri berkulfur baru
mengahadapi berbasgal sistem
sosial vang masih dengan kulfur
fama?

_Kesan:mereka hanya mencecm Po]rl
-Masih banyak lembaga lain.y

++71ni semua tentunya menjadi PR
tersendiri bagi CSPS-UGM. nmupun'
Undip dan. lembaga-lembaga fainuntuk
mengkaji lebih tajam i agi, blar ULEC:I\ '1cLs

menyimpang dari: ketentuan- ke[ent an
yanﬂ h'mjs dlpamhx A

E :-.-Kajian ciiazas-baru yang-bersifat
external Polri: Secara internal berkaitan

- dengan -membangun - kultur-bart patut

dipertanyakan. Dapatkah-Polri secara
elegan meningedlkan parad:oma tama

-dalam -pembinaan karier personil: yang

cenderung terfokus pada satu almamater
tertentu meskipun ada personil.yang
benar-bepar menonjol tetapi*karena
bukan dari almamater tertentu maka
personil'tersebut_terpinggirkun ‘D ef ugBsos

Pertanyaan ini perlu dijawab
dengan kearitan kalau Potri benar-benar
ingin maju dan berpikir Poiri milik rakyat
bukan milik almamater tertentu.

Dari ragam kajian tadi muncul
pertanyaan yang lebih makro. Dapatkah
Polri berkultur baru mengahadapi
berbagai sistem sosial yang masih
dengan kuitur him 7 Sebuah pertanyaan
nyaris sama pernah dzajukan oleh Maha
Gure Universitas Boston. "Dapatkah
polist santun n_lenghadap; masyarakat
yang kurang ajar 2" (E Adlow, Boston
1979). Dalam kondisi seperti itulah Kini
Polri dituntut merubah kulturnya me-
nuju kultur baru yang lebih demokratis.
Sebuah mission imposible yang luar
biasa sulit. & e
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